JENIS-SATUAN KEBUTUHAN-SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 151/Kpts/kpu/TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
113/Kpts/kpu/TAHUN 2016 TENTANG JENIS, SATUAN KEBUTUHAN DAN
SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.
Bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU
Nomor 11 Tahun 2016.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun
2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakir dengan UU Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU
Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01
Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun
2008; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 669), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan KPU Tahun 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1387); Peraturan KPU Nomor 7
Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Tahun 7 Tahun 2015 tentang



Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1388); Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan
Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Tahun 10 Tahun 2015 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1389); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1391); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program,
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2017 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 567), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Progam dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1353).

Dalam Keputusan KPU Nomor 151/Kpts/KPU/Tahun 2016 diatur tentang :

1. Mengubah beberapa Jenis dan Satuan Kebutuhan Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berupa Sampul DA, Sampul
Anak Kunci, dan Sampul Kubus pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan,
dan Kantong Plastik (Kecil), Kantong Plastik (Sedang), dan Kantong Plastik
(Besar) untuk Kotak Suara pada tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran .

2. Mengubah beberapa Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota berupa Kotak Suara, Surat Suara, Bilik
Pemungutan Suara, Alat Bantu Tunanetra, dan Label Kotak Suara,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 9 Desember 2016.
- Lampiran 40 halaman.



